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ABSTRAK 

 

 

Pada hakikatnya Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan kodratnya masing-

masing. Akan tetapi seiring perkembangan zaman, timbul berbagai penyimpangan 

perilaku. Perilaku menyimpang adalah segala perilaku yang bertolak dari suatu 

tindakan yang tidak sering dilakukan. Penyimpangan seksual merupakan salah 

satu bentuk perilaku menyimpang yang kini semakin marak terjadi, seperti 

transseksual. Transseksual ialah gejala merasa memiliki seksualitas yang 

berlawanan dengan struktur fisiknya dan melakukan operasi alat kelaminnya agar 

diubah jadi jenis kelamin yang berlawanan. Permasalahan yang timbul adalah 

ketika para pelaku transseksual harus mendaftarkan kembali identitas 

kependudukannya dengan status kelamin yang baru. Dalam praktiknya para 

pelaku transseksual seringkali dihadapkan kepada permasalahan mengenai 

kekosongan hukum dalam administrasi kependudukan. Pemerintah dan DPR 

seharusnya berperan aktif dan mengikuti perkembangan serta fenomena yang 

terjadi di masyarakat dalam pembuatan dan penyusunan undang-undang. Dalam 

hal kekosongan hukum, hakim wajib menggali dan mempelajari kasus yang 

belum ada aturan hukumnya sehingga para pelaku transseksual memperoleh 

keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum. Mengenai identitas kependudukan 

yang baru bagi para pelaku transseksual merupakan hal penting karena 

menyangkut ketegasan statusnya di muka hukum untuk keperluan mengurus 

pernikahan, warisan, atau perjanjian kerja, termasuk urusan hukum lainnya yang 

hanya mengenal seseorang itu laki-laki atau perempuan. Selain berhak untuk 

mendapatkan jaminan perlindungan hukum dari pemerintah, para pelaku 

transseksual juga memiliki hak-hak lain seperti warga negara pada umumnya, 

termasuk hak asasi manusia. Hak-hak ini jelas diatur dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain hak untuk memperoleh 

perlindungan hukum, hak untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang 

layak, hak untuk melangsungkan perkawinan yang sah, dan hak-hak lainnya tanpa 

diskriminasi. Namun dalam praktiknya, pelaku transseksual sering mendapat 

perlakuan diskriminasi dalam pelayanan administrasi dengan status kelamin yang 

baru. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pelaku transseksual antara 

lain melakukan judicial review Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan, mengajukan citizen lawsuit, atau gugatan ke Pengadilan Tata 

Usaha Negara. 

 

Kata kunci : Pemerintah dan DPR seharusnya berperan aktif dan mengikuti 

perkembangan serta fenomena yang terjadi di masyarakat dalam pembuatan dan 

penyusunan undang-undang. Dalam hal kekosongan hukum, hakim wajib 

menggali dan mempelajari kasus yang belum ada aturan hukumnya sehingga para 

pelaku transseksual memperoleh keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum.  
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ABSTRACT 

 

In essentially God creates human according to his respective destiny. However get 

along with period developmental, emerge various deviance behavior. Deviance 

behavior is every behavior come from infrequently action. Sexual deviant as 

represent deviant behavior now increasingly occur, such as transsexual. 

Transsexual is a symptom feel have contrary sexuality with physical structure and 

changes his sex by surgery become contrary sexual. The problem emerge when 

transsexual doers should be register his identity with new sex status. However in 

practice transsexual doers often times facing to problem about law status quo in 

population administration. The government must be get active part in and 

followed the development as well as phenomenon occurred in the society in 

statute making. In this case law status quo, the judge can be said as government 

delegation should be obliged to digging and learning cases that is no rule then 

transsexual doer gain justice, certainty, and law utility. Concerning to new 

population identity for transsexual doers is important thing because related to 

status explicitness in face of the law for need to arrange marriage, inheritance, or 

work agreement, included other law affairs only know one is man or woman. 

Beside he has right to get law protection guarantee from the government, included 

human rights. This rights ruled in Indonesia 1945 Constitution namely right to get 

law protection, rights to get job and properly life, right to held legitimate 

marriage, and other rights without discrimination. However in practice, transexual 

doers often get discrimination in administrative services with the new sex status. 

Legal remedies that can be submitted by transsexual doers including judicial 

review of Law Number 24 Year 2013 on Amendment of Law Number 23 Year 

2006 concerning Population Administration, filed a citizen lawsuit, or a lawsuit to 

the Administrative Court. 

 

Key word : The government must be get active part in and followed the 

development as well as phenomenon occurred in the society in statute making. In 

this case law status quo, the judge can be said as government delegation should be 

obliged to digging and learning cases that is no rule then transsexual doer gain 

justice, certainty, and law utility. 
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